ABSTRAK
FAJAR PUTRA HANIFAH Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Adat
Masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam
Dihubungkan Dengan Hukum
Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal
memandang masalah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa yang sangat penting,
karena perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan. Apabila perkawinan
sesuku ini terjadi maka pelaku perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi
adat. Tetapi perkawinan sasuku ini tidak dilarang oleh agama.

Tujuan dengan penelitian ini ada beberapa yang penulis ingin capai
yaitunya : 1) Untuk menganailisis latar belakang dilarangnya perkawinan sesuku
masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam 2) Untuk dapat mengetahui dampak
yang ditimbulkan apabila melakukan perkawinan sesuku 3) Untuk dapat
mengetahui apakah adanya pembinaan hukum tentang perkawinan sesuku yang
sesuai dengan syariat islam 4) Untuk dapat mengetahui kendala dan upaya dalam
mengatasi pembinaan hukum masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam yang
dapat menyelaraskan masyarakat Minangkabau yang sesuai syariat islam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Teori Pembangunan
2) Teori Credo 3) Teori Receptie In Complexu 4) Teori Receptie A. Contrario

Untuk menjawab persoalan di atas, maka penulis melakukan penelitian
dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian
yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara
langsung dengan responden yaitu orang-orang Yyang pernah melakukan
perkawinan sesuku dan ninik mamak yang memberikan sanksi. Di samping itu
peneliti juga melakukan studi dokumen dengan mempelajari bahan kepustakaan
dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan yaitu: 1) faktor
yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Kabupaten Agam adalah
kurangnya pemahaman masayrakat terhadap hukum adat terutama remaja,
hilangnya peran mamak terhadap kemenakan. 2) sanksi-sanksi adat terhadap
pelaku perkawinan sesuku ada dua yaitu sanksi buang saro’ dan mandabiah
saikua kace (sapi putih). 3) pembinaan hukum oleh pemuka adat perkawinan
sesuku yang selaras dengan syariat Islam. 4) kendala dan upaya dalam pembinaan
hukum oleh pemuka adat masyarakat Kabupaten Agam yang selaras dengan syriat
islam.



